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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UNMUM
NOMOR : 14/DJU/SK/0T.01.3/1/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

; a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian
dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi,
sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Rl Nemor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan,;

b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang
efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam Surat
Keputusan tersebut, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Direkiorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas,
periu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

. 1. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

: PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM

: Pedoman Pelayanan Informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum (Pedoman Pelayanan Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan
pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh Direkiorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

- Pedoman Pelayanan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Keputusan ini;

: Format formulir dan register yang digunakan dalam pelayanan informasi

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il sampai dengan Lampiran
Xl Keputusan ini,
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. Pelugas Informasi, PRID atau Atazan PPID yang melanggar seria

menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin
danfatau sanksi pidana sebanaimana dialur dalam Peraturan Pemerintab
No. B3 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Megeri Sipil dan Undang
Undang No. 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan Informasi serta sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undarg Mo, 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

T Beputusan inl mulai berlaku sejek lengoal ditelapkan dengan kelentusn

bahwa apabila di kemudian har terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sepearlunya.

Ditelapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januwari 2021




Lampiran |

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor . 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal 25 Januari 2021

|. DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik vang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim
dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah Unit Eselon | di Mahkamah
Agung.

3. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permchenan informasi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana
diatur dalam Pedoman ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

4. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Il. KATEGOR! INFORMASI

Kategori informasi dalam pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri
dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

3. Informasi yang dikecualikan.

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

A.l.Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum
Prcfil Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi:

Fungsi, tugas dan yurisdiksi;

Struktur organisasi;

Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi;

Daftar nama pejabat struktural, staf dan pramubakti; dan

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN) yang telah diverifikasi dan

dikirimkan oleh KPK.
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A.2.Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
1. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan
terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan
terhadap pelayanan informasi.
2. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
3. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3.Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Nama program dan kegiatan;



b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon
dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

Target danfatau capaian program dan kegiatan;

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya
seperti rincian DIPA, rencana Kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait.
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A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdirt atas:

a. Jumlah permchonan informasi yang diterima;

b. Wakiu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan
permohonan informasi yang ditolak;dan

d. Alasan penolakan permochonan informasi.

A.5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum
Selain informasi diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengumumkan
pula:
1. Informasi tentang penerimaan calon pramubakti, calon pegawai dan calon hakim,
yang sekurang-kurangnya berisi:
a. Adanya penerimaan,;
b. Tata cara pendaftaran;
¢. Biaya yang dibutuhkan;
d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi,
serta persyaratan dan kualifikasinya;
e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen;
f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan
g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih
dari satu tahap dan daftar yang diterima.
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;
3. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

C.1. Umum

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib
diumumkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
sebagaimana dimaksud bagian I1.A dan II.B di atas.

2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Nomor,;
b. Ringkasan isi informasi,
¢. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
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3.

4.

d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan

g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang
dikecualikan.

Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran 1.

C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1.
2.
3.

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
Laporan penggunaan biaya perkara.

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

1.

2.

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau
yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

Langkah yang tengah dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam
pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pejabat Strutural, Pegawai dan
Pramubakti yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau
elektronik).

Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis
pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman
disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

C.4. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

1.

2.
3.

C

8.

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung,
Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.

Rencana strategis dan rencana kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

. 5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum.

Standar dan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Profil Pejabat Struktural, Pegawai dan Pramubakti yang meliputi:

a. Nama;

b. Riwayat pekerjaan;

¢. Posisi;

d. Riwayat pendidikan; dan

e. Penghargaan yang diterima.

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta laporan keuangannya.
Surat-surat perjanjian yang dibuat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat
rahasia.

Agenda kerja pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

C.6. Informasi Lain

Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah informasi
selain yang disebutkkan dalam bagian I.A, I.B dan |1.C yang:
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. Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan {bagian 11.D), yakni setelah

dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian 11.D butir 1;

. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan

Atasan PPID dan PPID.

. Informasi yang Dikecualikan

. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang

tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian 1.A, [1.B dan

II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau

Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila "dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. Infformasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
mengungkapkan kekayaan alam [ndonesia;

e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;

f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;

g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia
pribadi;

h. Memorandum atau surat-surat antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya
dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses
penyusunan kebijakan;dan

i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai
dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

a. ldentitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

b. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

c. ldentitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

d. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan
salinan informasi tersebut.

PELAKSANA PELAYANAN INFORMAS!

. Struktur pelaksana pelayanan informasi

. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung;

PPID Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dijabat oleh Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum;

Petugas Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dijabat oleh Kepala
Subbagian Dokumentasi dan Informasi;dan

Penanggungjawab {nformasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon V.



B. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan PPID

8.

9.

. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang

berada di unit/satuan kerjanya;

Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja yang meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

¢. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di
bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
sekurang-kurangnya 1 {satu) kali dalam sebulan;

Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala
melalui media yang efektif;

Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan
Petugas Informasi;

Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan;

Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam
hal permohonan informasi ditolak;

Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan
beserta alasannya kepada Petugas Informasi;

Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam
rangka peningkatan kualitas layanan informasi;

10.Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses

berdasarkan prosedur yang berlaku;

11.PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas,

tanggungjawab dan wewenangnya.

C. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi

A L=

Menerima dan memilah permohonan informasi.

Meneruskan pemohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi.
Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan
informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya.

D. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi

1.

2.

V.

Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana
diatur dalam Pedoman ini.
Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengumumkan informasi yang harus

diumumkan secara berkala menggunakan papan pengumuman atau media lain

yang mudah dilihat masyarakat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung;

Apabila memungkinkan, pengumuman informasi juga dilakukan melalui media:

a. Buku atau terbitan; dan/atau

b. Situs Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

PPID memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala sedikitnya 6

(enam) bulan sekali, kecuali untuk informasi sebagai berikut:

a. Perma dan SEMA diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
ditandatangani;
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b. Laporan Tahunan selambatlambatnya 1 (satu) minggu setelah diluncurkan
secara terbuka; dan
¢. Rekrutmen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan rekrutmen.
Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama PPID
dan/atau Petugas Informasi serta alamat/nomor telepon yang dapat dihubungi
apabila pemochon/pengguna informasi membutuhkan informasi rinci  dari
pengumuman yang ada,;
Pengumpulan informasi yang termasuk dalam kategori yang harus diumumkan
secara berkala dari unit-unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember, untuk diumumkan pada
tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan 1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli
tahun terssbut;

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

Umum

. Prosedur pelayanan informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri

dari:

a. Prosedur Biasa; dan

b. Prosedur Khusus.

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media
elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

¢. Infermasi yang diminta belum tersedia; atau

d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam
kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi vang harus tersedia
setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan
sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan
oleh PPID.

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan

informasi yang diminta:

a. Termasuk dalam kategori yang waijib diumumkan;

b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat
dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia;

¢. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk
penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemochon tidak dapat dijadikan alasan

untuk menoclak pemberian informasi;

Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan

permohonan.



B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan
skema alur dalam gambar berikut:

Prosedur Biasa , =) ) \
Jika memerlukan ijin PPID melakukan uji Permohanan P menyampaikan
PPID: konsekuensi & ditolak | pemberitahuan kpd  |—
g N PI meneruskan menyampaikan T Pemohon
Pemohon mengisi permohenanke PPID ) pemberitahuan ke PI L J
P FD"';"'"" 5 hari kexia
L smonanan 4 T Pemmohonan N
Jika tidak Permchonan diterima P! menyampaikan
memeriukan ijin diterima »  pemberitahuan kpd
. h J \ FPID: ~ Pemokon
Petugas Informasi Pl meneruskan PJ Unit Kerja mencari h g
{P1) mengisi > permohonan ke informasi & _ _
Register Penanggungjawab menyampaikan 1 hari kerja
9 ) (PJ} Informasi di unit pemberitzhuan ke PPID
kerja o
. . J . 3 hari kerja
1 hari kerja
h 4
h 4 h 4 Y
ke p N A Jika Informasi dpt
ika Pemohon mau Jika Pemohon ingin ; ; dibarikan datam bentuk
. N Jika Pemohon tdk jadi
membayar biaya, Pl melihat dulu meminta inferm asil Pl softcopy {bebas biaya):
menyerahkan tanda dokumeninaskah beri tanda bukti' Pemeohon manandatangani
terima pembavaran informasi tanda terima informasi

Pl menggandakan (fatokopi) * Pl menyerahkan fotokapi 1
informasi (termasuk infermasi kepada Pemohon. Selesai
melakukan pengaburan, * Pemohen menandatangani
apabila diperiukant tarda terima informasl. J

2 3.d. 6 hari kerja, tergantuny informasi yang 4Jdiminta (perluftidak dikaburkan) dan
kondisiDirektorat Jenderal Badan Peradilan Umum ({(tersedia/tidak fasilitas penggandaan vg
mudah diakses) dan dapat diperpanjang 3 hari jika permchonan banyak.

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan
memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Mode! A
dalam Lampiran {ll);

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan {format Register Permohonan
dalam Lampiran V);

3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang
diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID;

4, Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila
informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari
PPID guna dilakukan uji konsekuensi;

5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan;

6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permchonan, PPID
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal
permchonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis
Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V};

7. Dalam jangka wakiu 5 {lima) hari kerja sejak menerima permchonan, PPID meminta
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan
memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan
informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID
Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya



kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk
memberikan ijin, format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI);

8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud
butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1
(satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima;

9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemochon apabila ingin melihat
terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan
atau tidak informasi tersebut; .

10.Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut,
Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan
Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya
Penggandaan Informasi dalam Lampiran V),

11.Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),
Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email
Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen
elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya;

12.Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan
memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan wakiu yang
termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi;

13.Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat memperpanjang waktu
sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 {satu} hari kerja apabila diperlukan proses
pengaburan informasi dan selama 3 (tiga} hari kerja jika informasi yang diminta
bervolume besar;

14.Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses
sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat
diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja;

15.Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon
menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti
skema alur dalam gambar berikut:

Prosedur Khusus Bt membarik ™ - .
m:m _te;r an > Informasi dpt —
:J;ln:mep ahuan diberikan datam
. E '? nasi bi bentuk softcopy (bebas
Pemohon mengisi stimasi biaya biava perolehan}
Formutir penggandaan \, y
Permchaonan + Esfimasi waktu y p \
Pemohon inginmelihat j Pemohon_ tdk
#  dulu dokumen/naskah > bersedia
informasi l membayar biaya
Pl dibantu \ \. o,
; Penanggungjawab i
Petugas Informasi
{pg” mengisi {PJ} Ir)formasi - -
Register mencari informasi Permohonrmembayar
yang diminta. biaya.
~ * Pl menyerahkan tanda
terima pembayaran,
- 4 -~ 1 hari kerja
v g
P| menggandakan (fotokopi) = Pl menyerahkan fotokopi /,_J"
informasi {termasuk informasl kepada Pemohon. > Selesai
melakukan pengaburan, * Pemohon menandatangani
anabila dineriukand tanda terima informasi.

2 s.d. 6 harl kerja, tergantung informasi yang diminta Pemchon (perlu dikaburkan/tidak}., dan
kondisiDirektorat Jenderal Badan Peradilan Uwmum (tersedia fasilitaa penggandaan yang mudah
diakses/tidak) .



1. Pemchon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format
Formulir Pemohonan Modei B dalam Lampiran VIIt);

2. Petugas Informasi mengisi Register Permchonan (format Register Permohonan
dalam Lampiran |V);

3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait
mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan
informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya;

4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,
Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan
informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir
permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Mode! B dalam
Lampiran VIIl).

5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada
Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa
dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat
terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan
atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon;

2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya
penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya
transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut;

3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan
oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan;

4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan
informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah,
dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan
penggandaan jauh dari Pengadilan);

5. Terhadap permchonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan
tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan
merupakan salinan resmi.

VL.

PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT
DIAKSES PUBLIK

Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya alam
situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap
identitas pihak-pihak di bawah ini:

1. Identitas Kepegawaian;
2. Nomor Induk Pegawai; dan
3. Identitas kepegawaian lainnya.

VII.LPROSEDUR KEBERATAN

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan
1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai

berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;

b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;

c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dipenuhinya permchonan informast;
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f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
9. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon
atau kuasanya.

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi
dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam
Lampiran [X).

2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formuiir keberatan sebagai tanda
terima pengajuan keberatan.

3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan
(Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan
PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan digjukan.

C Tanggapan Atas Keberatan
. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-
lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam register keberatan.

2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c¢. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang
berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

(i} Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang
jelas;

(i) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemchon
dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

(i) Memerintahkan PPID uniuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan
pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang
berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari
kerja;

(iv) Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon
informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan datam Lampiran XI).

3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID
kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari
kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID.

4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan
PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada
Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID.

VIIl. LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI
1. PPID menyusun laporan rutin tahunan mengenai pelayanan informasi untuk
disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Laporan rutin tahunan, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
3. Laporan rutin tahunan sekurang-kurangnya memuat:
a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi Direkiorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;
b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi di Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum sesuai Pedoman ini, yang meliputi:
(i) Sarana dan prasarana pelayanan Informasi yang dimiliki beserta kondisinya;
(i) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi beserta
kualifikasinya; dan
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5.

e.
f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

(it} Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

. Rincian pelayanan informasi yang meliputi:

(i) Jumlab permohonan informasi:

(i) Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi untuk masing-masing jenis informasi:

(i) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya; dan

(iv) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

(i) Jumlah keberatan yang diterima;

(il Tanggapan atas keberatan oleh Atasan PPID;

(i} Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi; dan
(iv) Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.

informasi.

Laporan sebagaimana dimaksud butir 1 dibuat dalam bentuk ringkasan dan laporan
lengkap.
8. Laporan Pertangungjawaban disusun sesuai format dalam Lampiran XII.
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Lampiran Il

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mamar 14 /DoUSsE/OT oL 3 172021
tanggal : 25 Januar 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

dalan Jenderal A Yani Kav. 55 - Bay Pass
Cernpaka Putih Timur

Gedung Sskretariat Mabhkamah Agung Rl {Lantzi 3,4,5)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Peoriode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]

Linit Kerjayang

| = AETHE I_IHDrjnaSI Menyediakan Informasi

Fenanggungjawab
Informasl

Waktu dan Tempat
Pembuatan

Ee nt'ullzﬁfﬁrmqsi
yang Tersedia

Janglka Waktu
Panyimpanan/Ratensi

KETERANGAN:;

Mama Informasi

Unit Kerja yang Menyediakan Informasi
Penanggungjawal Informasi
Wakiu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

Diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi infarmasi. Termasuk kKelerangan wakiu'periode, apabila
informasi tersebut disusun bardasarkan perioda lertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan {DUK) iahun
2020,

Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabal selingkal eselen IV yang menyediakan informasi. Canloh
Suntagian Kepegawaian

Diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kefe yang bersangkutan. Conleh: Kepala Subbagian
Kepagawaian

Ciisl dengan wakiu dan tempat pembuatan informasi. Contoh; 30 Desember 2020¢ Direklorat Jenderal
Badan Peradilan mum.

Diisi dengan bentuk informas: yang tersedia, hardeopy atau softcopy.

Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, vang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang
Keargipan dan peraturan perendang-undangan lain yang lerkail,

" Fovsial ind agaiah ool fornad el Diesktond Jendesl Badan SPorsdilan Umam dapal eedgombaegkan daiam formst (&, misanys dalsm feomal slakiraniymengionaiies ekioiogn ekimk
Infeyriaatikn, Saaon Borps ieinp dapat Galaes olsn ool S8MTE mEmIUET S5 LIRS0 wEINg fermm G fornrad i



Lampiran 1
Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor P14 /DJU/SK/OT. 01.3/1/2021

tanggal  : 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum L
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Rl (Lantai 3,4,5) u;ff ;‘;ﬁf;’,,?,,
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model A—tUntuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permchonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran™

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon/email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan penggunaan
informasi

Cara memperoleh
infformasi*”

|:] Melihat/membaca/mendengarkan ****

[]

Mendapatkan salinan informasi {Scftcopy/hardcopy) ***

Cara mendapatkan
informasi™

[ ]

Mengambil langsung |:| Email

Petugas Informasi

(ttd]

[Nama lengkap]

Kelerangan
. Diisl oleh Peluges

Pemohon Informasi
[ttd]

[Nama lengkap]

" Diis! oleh petugas berdasarkan nomor regisirasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register

Permohonan Informasi

**  Pilih salah satu dengan memberi tands (/)

b Coret yang lidak periu




Lampiran It

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 113 /DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran™

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lombar depan
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI {Lantai 3,4,5) Direktorat Jenderal
Jalan Jenderal A. Yani Kav, 58 - Bay Pass Badan Peradilan
Cempaka Putih Timur Umum

Model A—Untuk Prosedur Biasa

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomeor teleponfemail

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan penggunaan
informasi

Cara memperoleh
informasi**

[[] Melihatmembaca/mendengarkan

|:] Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ™™

Cara mendapatkan
informasi**

l:l Mengambil langsung |:| Email

Petugas Informasi
[ttd]

[Nama lengkap]

Kelerangan
. Diisl oleh Petugas

- Diist aleh pelugas berdasarkan nomor regisirasi permohonan Informast Publik yang lerdaftar dalam Buku Register

Permohonan informasi

**  Pilin salah salu dengan memberi tanda (")

b Coref yang tidak periu

Pemohon Informasi
ittd]

[Nama lengkap]




Lampiran il

Surat Keputusan

Cirektur Jenderal Badan Peraditan Umum
Nomor :14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

Lembar
belakang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat
proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehaf; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadilan; Informasi yvang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b} Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

ll. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKT! PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang
lengkap.

lil. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka wakiu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanijang waktu untuk memberi jawaban tertulis
1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik adalah {diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 {tiga puluh}
hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasj
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka wakiu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



Direkioral Jenderal Badan Peradilan Umum

Gedung Sekretariat Mahkamah Aqung Bl (Lantai 3.4,5)

Jalan Janderal & Yani Kav, 58 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

REGISTER PERMOHOMNAN INFORMASI

Lampiran IV

Surat Kaputusan Direkivr Jenderal Badan Peradilan Umum

Momar - 14 /D0 53R 0T 01, 3/ D/ 52
tanagal : 25 Januari 2021

Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tabun]

Tanuia
Dukis
Menerima
Takeermasl
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Infarmmasi wang Diminta

Jediia Parrmoionan

Etatus informasi

Vet O Bty peribanianugn ferlus
Bediuil Iolfeeeiasd Yang Diriliki
Hopitusan

Afasan Peralakan
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Bixya
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Lampiran V

Surat Keputusan

Direktur Jendaral Badan Peradilan Urmnum
Nomor 1 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal : 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ' Lembar untuk
§ Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri (Lantai 3,4,5) Pemahon
| Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(Rangkap 2)
No. Pendaftaran:* .

Nama
Alamat

No. Telp/Email
Rincian Informasi yang
dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI| YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi : [] Pasal 17 horuf ......... UU KIP. **
didasarkan pada alasan ] Pasal ... Undang-Undang ....***

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penclakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID, yaitu *** selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

{Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan

e —————e e —————————————————————————————————————
e e —————————




Lampiran V

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor $14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal : 25 Januari 2021

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal

pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon
tersebut {sebutkan pasal dan undang-undangnya).

Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang
bersangkutan. )

Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka wakiu pemberitahuan tertulis
sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.




Lampiran V

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114 /DJU/SK/0OT.01.3/1/2021
tanggal  :25 Januari 2021

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum : Lembor untuk

§ Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5) _ Pemohon

§ Jalan Jenderai A. Yani Kav, 58 - Bay Pass '
‘Cempaka Putih Timur '

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
' (Rangkap 2) '
No. Pendaftaran:*

Nama |
Alamat

No. Telp/Email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

l‘ PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimchon adalah;

INFORMAS! YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi ' : . 0O pPasal17 huruf......... UUKIP. **
- didasarkan pada alasan [] Pasal..... Undang-Undang L

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut: : : '

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMAS! DITOLAK

Jika Pemohon Informasl keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID, vaitu **** selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusanini,

- {Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas_l {PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan

e —— =
—_— e e—————




Lampiran V

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  :14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal 25 Januari 2021

Katarangan

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik. -

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecuahan pada Pasal 17 huruf a — i UU KiP.

-Sesual dengan Pasal 17 huruf | UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal
pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimchon
tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).

-Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang
bersangkutan.

~ Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waklu pemberitahuan tertulis
sebagalmana dlatur dalam Pedoman ini.

A



Lampiran W

Surat Keomivsan Qirektorat Jenderas! Badan

Pearadilar L

Nemor 13/ DR BKSOT. 0L 31 202
tangoal ¢ 25 Januari 2021
Direktorat Jendearal Badan Paradilan Umuom e e
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Bl (Lantal 3,4.59) FEmmhion

Jalan Jendaral A, Yan Kav, 58 - Bay Pass
Coempzaka Puotik Timur

PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan p-ﬁrmﬁlujnan informasi:
Tanggal . I__ P it
Mo, ] -
Fendaftaran

Kami menyam pmkﬁn kepada Saudarali:
Marma

Alamat

Mo Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berkut

A. Infn-rmam Dapat Diberikan:

‘Hal-hal Terkait Permohonan

' No. Ketorangan -
Informasi ARhs i A
1. | Penguasaan Informasi Publik® l | Tersedia
| Tidak tarsadia, dapat diperoleh pada:

2. | Bentuk informasi yang tersedia® 1 Soficopyelektronik

1 Hardeopy
3. | Blaya vang dibutuhkan®** ] Panyalinan Ra.

[] Pengitiman Rp.

Jumilah Fp.

4. | Waktu panyeciaan __ Han
5. Penjelasan penghitaman/pengaburan Inf':rr'nam YENG dimohon™ (lambahkan kertas

B. Infermasi Tidak Dapat Diberikan karena:”

bila perlu)

[ 1

Infarmast yang diminta tidak ada di Dirgktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
Informasi yang diminta dapat diperoleh di
{fuliz fika mengelahuinya)

..|_|
L]

Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Informasi yang diminta belum selesal didokumentasikan, Penyediaan informasi yang
belum salesai didakumentasikan dilakukan dalam jangha wakiu hary T

{ Teampal), (langgal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelala Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nams, Jabatan & Tandatangan




Lampiran VI

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum

Nomor  :14/DJU/SK/0OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

Keterangan:
Pilih salah satu dangan memberi tanda (/7).
- Biaya panyalinen (folokopi alau disket] dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos} sesuai dengan slandar biaya

yang lelah ditetapkan.
Jika ada penghitaman informasi dafarm sualu dokuman, maka diberikan alasan penghitamannya.
Diisi dengan kelerangan wakiu yang jelas unluk menyediakan informasi yang diminta,




Lampiran Vi

Surat Keputusan Qirektorat Jenderal Sadan
Faraditar Uimnusim

Mernce 14/CoU/BE 0T 0L 3 1 a2
targoal 25 Januard 2027

Direktorat Jenderal Badan FPeradilan Umum Lo ari
Gedung Sekratarial Mahkamah Agung Rl (Lantai 3,4.5) Pernodioe
Jalan Jenderal A YanikKav. 53 - Bay Pags
Cempaka Putih Timur

PEMEERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:

|Tangga|

e

Pendaftaran

Kami menvampaikan kegads Savdaralt
Mama ro
Alamat

Mo, TalpEmail

Pembearntahuan sebagai berikut:

A, Informasi Dapat Diberikan:

Hal-hal Terkait Permahanan e 1 o

He Informasi ! SRR

1. | Penguasaan Informasi Publik® [ Tersedia
L1 Tidak tersadia, dapat diparolzh pada:

2. | Bentuk informasi yang fersedia® [ 1 Softcopyelakironik
' 1 Hargoogy

3. | Blaya yang dibutuhlkan™ |1 Penyalinan Rp.
[ 1 PenginmanRp.
| Jumlah Fp.

4. | Waktu penyediaan | Hani B

5. | Panjalasan penghitaman/pengaburan Infermasi yang dimohon*** (tambahken keras

hila paru)

O

Informasi yang diminta tidak ada ¢i Direktorat Jenderal Baden Peradilan Umum,
Informasi yang diminta dapat diperoleh oi
Viuliz e mengetahuinys)

=
=

Informasi yvang dimintz balum didakumantasikan.

Informasi yang diminta belum zelezal didokumentasikan. Penyedizan informasi yang
belum sclesal didokumentasikan dilakukan dalam jangka wakiu han ="

{Tempal). (langgal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

A i

Ma"na .J.atatan & Tandat@angan




Lampiran VI

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan
Peradifan Umum

Nomor  :14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal 25 Januari 2021

Keterangan:
* Pilih salsh saly dengan memberi tanda (V7).
- Biaya penyalinan (fotokopl atau diske!) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos} sesueal dengan standar biaya

yang tefah diletapkan.
Jika ada penghitaman informasi dalam svalu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
Diisi dengan keterangan waklu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




Lampiran Vi

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114 /DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal : 25 Januari 2021

Bukti Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lembar untuk
Direktorat Jenderal

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5) af:dan Pemdﬂaf

Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass Umuim

Cempaka Putih Timur

Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi

Telah diterima dari :

Uang sejumiah ;

Untuk biaya penyalinan informasi :

(tempat), (tanggal,bulan,tahun}

(Petugas Informasi)

gunting disini

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Lember unfuk

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5) Pemohon
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi

Telah diterima dari :

Uang sejumlah :

Untuk biaya penyalinan informasi : ||

(tempat), (tanggal,bulan,tahun)

(Petugas Informasi)




Lampiran VIl

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomaor 114/DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lemﬁﬁ;&’””
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Rl (Lantai 3,4,5) Pemohon

Jalan Jenderal A. Yani Kav. £8 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*
Nomeor Pendaftaran™

Nama

Alarmat

Pekerjaan

Nomor teleponfemail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara memperoleh informasi** : D Melihat/membaca/mendengarkan ****
|:| Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi** : I:] Mengambil langsung |:| Email
" Petugas Informasi Pemchon Informasi
" [ttd] [ttd]
[Nama lengkap] . [Nama lengkap]
Kelerangan
. Dils! oleh Petugas
- Diisi oleh pelugas berdasarkan nomor ragistrasi permofionan informasi Publik yang terdafter dalam Buku Register
Parmohonan tnformasi
**  Pilih salah salu dengan memberi tanda {v")

bl Coret yang tidak perlu




Lampiran VIII

Surat Keputusan

Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114 /DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal : 25 Januari 2021

Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass
Cempaka Putih Timur

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lemz:rmciepan
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI {(Lantai 3,4,5) Femohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*
Nomor Pendaftaran™

Model B—Untuk Prosedur Khusus

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomar teleponfemail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara memperoleh informasi**

D Melihat/membaca/mendengarkan ****

D Mendapatkan salinan informasi {Softcopy/hardcopy) ™

Cara mendapatkan informasi**

|:| Mengambil langsung D Email

Petugas Informasi
[ttd]

[Nama lengkap]

Keterangan
. Diisi oleh Pelugas

Pemohon Informasi
[ttd]

[Nama lengkap]

b Ditsi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permofionan informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Regilster

Permohonsn Informasi

- Piiifr satah satu dengan memberi tanda ()

nene Corat yang tidak periu




Lampiran VIl

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114 /DJUSSK/OT.01.3/1/202]
tanggal : 25 Januari 2021

Lembar
belakang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali {a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat
proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
petlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;, Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intfra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan,

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMAS|I BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASHPPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang
tengkap.

lll. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permchonan informasi dalam jangka waktu 10 {sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis
1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik {misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 {tiga puiuh)
hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Vi, Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka wakiu 14 {empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



-

L

A

Lampiran IX
Surat Keputusan

Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK/OT.01.3/1/2021

tanggal  : 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5)
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass

Cempaka Putih Timur

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMAS!

INFORMASI PENGAJU KEEERATAN
Nomor Registrasi Keberatan

—]

Lermbar depan
untuk
Pemohon

(diisi oleh petugas)
Nomor Pendaftaran Permohonan

Informasi
Tujuan Penggunaan Informast

ldentitas Pemohon
Nama

Alamat

Nomor Telepon

Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon*
Nama

Alamat

Nomor Telepon

ALASAN KEBERATAN"

Permaohonan informasi ditolak.

Informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
Permintaan informast tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidak waijar.

1
L
L]
[
]
O
.

empaoTo

. KASUS POSISI {tambahkan kertas bila diperlukan)

Informasi yang disampaikan melebihi jangka wakiu yang ditentukan.

HARWTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi ofeh petugas):

[tanggal], [bulan), [tahun] -

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima

kasih.

Petugas Informasi, Pengaju Keberatan,

{Penerima Keberatan}

Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

Keterangan

Idantitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

{tempat), [tanggal], {bulan], ftahun}™"

Sesual dengan Pasal 35 UL KIP, dipitih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberalan yang disjukan.

**  Dijsl sesuai dengan ketentuan jangks waktu dalam UL KIP.




Lampiran IX

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor :14/DJU/SK/0OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lem!;zrng‘epan
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Rl (Lantai 3,4,5) Diroktarst Jenderal
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass Badan Peradilan
Cempaka Putih Timur Umum

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBRERATAN

Nomor Registrasi Keberatan
(diisi oleh petugas) .
Nomor Pendaftaran Permohonan
Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi
identitas Pemohon

Nama

Alamat

Nomor Telepon
Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon*
Nama
Alamat

Nomor Telepon

B. ALASAN KEBERATAN™

Permohonan informasi ditolak.

informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidak wajar.

Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

mpao o

O3
]
]
L]
L]
O
]

©

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

D. HARYTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN {diisi oleh petfugas):
[tanggal], [bulan), [tahun] -

'I Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima

kasih.
(tampat), [tanggall, [buwan), tahun]™*
Petugas Informasi, Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan)
)
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
Kolerangan

*  [deniitas kuasa permohon diisl jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*  Sasuai dengan Pasal 35 U KIP, dipilih oleh pengaju kaberatan sesuai dengan slasan keberatan yang diajtikan.
**  Diisf sesual dengan ketentuan jangka wakiy dalam LU KIF.




Lampiran X

Surat Kepulusan Direkiur Jenderzs! Badan Peradilan Umum
Momar @14/ DI0fSE oT, 014/ 12021

fanggal © 25 Januar] 2021

Direkiorst Jenderal Badan Peradilan Urmum

Gaedung Sekralarial Mahkamah Agung RI {Lantai 3,4.5)
Jalan Jenderal A Yani Kav. 58 - Bay Pass

Campaka Putih Timur

BUKLU REGISTER KEBERATAN
Pariods: Januari—Desember ... [diizi dengan tahun]

e o Mo, rnfumast Tl g Algar Penaallian Kahaatan | fapdtusary | Haril Tanggal ae il A Hnﬁﬂlﬂkt&d
“Ha. .ﬁnghtr_:sl - Tgl | Kama Alarnat E;:l::ll:. | F'nkn;rjaan pang F'_ﬁnr_wg'un_:!.:n.l [Pasal 35 ayat (13 ULEIF] Atazan .?:r:nﬂhg?;: ml:;::: g?:,*bgmu mnﬂg:?;ﬂ?{iﬂ - Gugatan
= K abieratan = it | T Diminta Slnfornasl iy el ; F‘E‘ID_ [ o et gy s LRl E_M!Elh-“m v
|l Wit T P et I B : 2 S e e T ]
E : |
Il
[ i
HRETERAMGAMN;
fNomor Registrasi Kebaratan o oIS Hemgan nomT DENGEINEIE e aan kel
Tanggal ] diisd dangan fanggsl pengaivan kaberstan
Mana . ol sk ruarna Formodan frifnnrE e
Alarmat £ diis dengan albrma! demgkan cam Jitay Pemoion Infovsiasd
MNomor Bamiak I dusi dangan nomor Fovtak (nomaor refaoondarrsiersd el sedidasfonsmt Pamoion nfarmasn)
Pakerjaan . divs dengan pekegaan Famahon infommas
leeforrraa=i yang Diminta X diigr ghereen oielend Informiaes i tieinila
Tuivgn Pengounaan informasi I diisd dangan nyvanaaesn parmohionan Can DENDOunEa alas wilymnas yang aifnia
Alzzen Pengajuan Kabgratan (Pazal 35 a)at |";|'I|I LA H'.I'Fl;l = s ,;:Ig.nﬂa.r msmbaniisn tanos __,I sasoal slasan pacg digurnkan waluk r.lh".'rlgt‘l_l'u.!l:&':' Haberslan aﬁbaga.:nwr.a hatr dalkam Fosod 39 apad
il e
i Famolakas aiss perminiaan INformest berdasanian alasan pongeoaealian salaganmsns dimansud daam Pazal 17 WU KR
B Tidak diseiafanesa indarimesi beckala,
. Tidek aitgngoanings parmdeipn ivfor s
d Parmistaan informasi hoak ditanggaoi sabagaimans aiming,
g, Thlek dipenuhinga permuiniesn iNformas,
£, FPengenaan s g Soiw wigh
g Fenvampaian isformes vang mefehifi fangie wakiy pamg oiadue dalacn UL KN
Heputusan Atassn PRID 1 eliisd denaan tangoal da iz deputussn vang dienrhl aleh Atazan FAID
Harid Targgal Pemboran Tenggapan aias Kebaratan b aiisd an dan farepgo! pombesian enaganas alas Keberatas
tamr & Jabatan Atasan PEID 2 difs! dangan rama dan fakatan Fajabal vamg berfindak soiofe aizsan PRIO pads pengadiian slay asuan feqs
Keputusan Hasil Mediasi ! disidengan lanppal dan sl kepuluzen hasl medias alas sengkeals informest apakit Pumelon renodak keputusen Atasan FRID.
Puillisan Pengaditan afas Gugatan Sangkefa 4 s devagan e oon s pedudan pengaditan &las guoalss aa.'?gkera snfarmasl,

Informasi



Lampiran X|
Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor  :14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021

tanggal ;25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lembar untuk
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R1 (Lantai 3,4,5) Pemohon
Jalan Jenderal A, Yani Kav. 58 - Bay Pass

Cempaka Putih Timur

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Nomor *
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan : ** selaku
Atasan PPID di bl

Setelah membaca dan mempertimbangkan pernyataan keberatan selengkapnya yang
diajukan oleh: _

Nama
Pekerjaan
Alamat

No. Registrasi
Keberatan
Alasan
keberatan

Dan membaca hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh ****selaku
PPID (hanya dicantumkan apabila sebelumnya PPID melakukan uji konsekuensi terhadap
permohonan informasi).

Memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut:

vk

Dan untuk itu memerintahkan kepada **** selaku PPID
untuk wrwars. selambat-
lambatnya

hari kerja sejak diterbitkannya tanggapan ini.

{tempat), (tanggal,bulan,tahun)

selaku
Atasan PPID
Ttd

Nama, Jabatan & Tandatangan




Lampiran XI
Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peraditan Umum

Nomor  :14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021

tanggal 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum piabar untuk
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5) Badan Peradifan
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass Umum

Cempaka Putih Timur

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Noemor *

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : **, selaku
Atasan PPID di bl

Setelah membaca dan mempertimbangkan pernyataan keberatan selengkapnya yang
diajukan oleh;
Nama
Pekerjaan
Alamat

No. Registrasi
Keberatan
Alasan
keberatan

Dan membaca hasil uji konsekuensi yang dilakukan cleh ***rselaku
PPID (hanya dicantumkan apabila sebelumnya PPID melakukan uji konsekuensi terhadap
permohanan informasi).

Memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut:

Hehdeirk

Dan untuk itu memerintahkan kepada e selaku PPID
untuk vk selambat-
lambatnya

hari kerja sejak diterbitkannya tanggapan ini.

{tempat), (tanggal,bulan,tahun})

selaku
Atasan PPID
Ttd

Nama, Jabatan & Tandatangan




Ketera
*

Lampiran XI

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114 /DJU/SK/OT.01.3/1/2021
tanggal  : 25 Januari 2021

ngan:
Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
Eiisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja tersebut (Sekretaris Mahkamah

gung RI).

Diisi dengan nama satuan kerja (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
Diisi dengan jabatan PPID (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum).
Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID untuk melaksanakan tanggapan
Atasan PPID atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan biaya perolehan informasi
yang sudah dibayar oleh Pemohon (apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan
informasi), dst.




Lampiran Xl
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 14/DFU/SK/QT.01.3/1/2021
tanggal ;: 25 Januari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Rl (Lantai 3,4,5)
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass

Cempaka Putih Timur

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]

A. RINGKASAN LAPORAN

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Sarana dan Prasarana

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]

2. Sumber Daya Manusia

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]



Lamplran Xl
Surat Kepubusan Dirakiur Janderal Badan Peradilan Umum

Momor 24/ TIUSSESOT. 01,3/ 42421]
fangya! 258 Januan 2021

3. Anggaran

[diisi dengan deskri ﬁ:-_si_ﬁé:rztt'ii“._té_rrnasuﬁzﬁia_ épaﬁ-ilé diperlukan]

DATA PELAYAMNAN INFORMASI

i Jumlak .
...Ju_m1ah_lf’_j|3rr'!1 ':"r,mmn | ‘Permohanan ; .;!l.[a_s»arl Parmohonan yang Ditalak™
SJenis Informasi Jumlah Waktu Rata-rata R | yang Ditalak o
Fermabanan® Pelayanzn ™ ; Eelum
Sepenuhnya | Sebagian ‘Rahasia Dikiiasalf Lainnya
2 7 Selesai

Perkara & Puiusan
_Kepegawaian
Pengawasan & Pandizpilinan

Anggaran & Assl
Lainnya
Total**

* Jumlah total permaohanan informasi urtuk seliap jeris informasi yang dmohonkan,
Lo Giisi dargan rala-raia waktu {hari) yvang diparukan pangadilan untuk melayvan permononan informas sesual dengan jenis informasi yvang dimononkan, sejak pormaoalanan

direqister sampai dengan informasi diherikan kepada pemaohon (jika informasi diberikan) stau pamberitahuan tentang penolakan paermoboran (ika infarmasl ditolak).

= Alasan permaobonan informasi yang ditelak, apakah karena alasan informasi yang diminta terkasuk kateqor informasi rehasia. atau informasi yang dapal diakses publik namun
informasi tersebut belum dikuass stau belum salesal dibuat (misa! masih diketik), stau alasan lain.

= Jumlah lotal dari masing=nasing kolum.



DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Lampiran X

Surat Keputusan Direkldr Jerderal Badan Peradilan Umum

Momar ;14 /DJ0/ S8/ 0T. 0L 3/ 1 /2300
tanggal : 25 Januarn 2021

Tanggapan Atasan e - Hasil Mediasi di Kemisi. Status Putusan Karnisi
.  Jumlah | PPID atas Keberatan®* |  Penyelesalan  Informasitt | hfﬂ[’ﬂﬁw_ > |
Jenis Infermasi Permahanan s . ~ Sengketa ke Komisi Tad - Marmuatean e Menguatan
F ‘Keberatan® Menerima | Menolak: | = Infarmas|™* | Berhasil ‘Gagal Pengadiian ‘Femahon:
| ! . ! : Informas
Parkara & Pulissan : =
Kepogawaian | B
Pengawasan & Pendispllinan ) i
Angnaran & Asel i B ) =
Lainnva | | =—
Tatal**= | = | [
' Ciisi dangan jumlah Pemehon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID,

i Dl dengan jumlah tancggapan Atasan PPID yang menesima atay menolzk permohoenan keboratan Pemaban informasl,

wnE

L L L]

b it o d

artesd Jumlah fetal dard masing-masing kelam.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Ciisi dangan jumlah pemohon yang tidak poss dengar anggapan Atasan PRID dan mengajukan permohonan pengelesaian sangketa ke Komisi Informasi,
Diisi dargan jumlah proses madiasi i Komizi Infarmasi yvang berkasil menceps 2escparatan dan yang gagal .
Diisi dengan jurmlah pulesan Komis Informasi yang menguatkan ianggapan Atasan FRID (pengadilsn) dar yang menguatkan Pemohon Informasi.

[diisi dangan daskripsi naralif, termasuk angka apabiia diperukan]

REKOMENDASI| DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

[diizi dengan deskripsi naratil, termasuk angké'apa't:iiié diperiukan]



